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ABSTRACT 
 
Corruption cannot be formulated in just one sentence which might be to make a reasonable 
picture of these symptoms so that we can separate them from other symptoms that are not 
corruption. The essence of corruption is the misuse of trust for personal interests. Brooks's 
formulation of corruption is "intentionally making mistakes or neglecting tasks that are 
known as obligations, or without the right to use power, with the aim of obtaining a little 
profit for him". the law that will be reviewed is related to what is the cause of corruption, and 
how to overcome it. Settlement of these problems by reviewing the regulatory provisions that 
apply in Indonesia. Corruption occurs due to abuse of authority and position held by officials 
or employees for personal interests in the name of personal or family, relatives and friends. 
One attempt to eradicate corruption is to give rights to community to get access to 
information. Need to establish a system where the community (including the media) is given 
the right to request all information relating to government policies that are related to the 
lives of many people. 
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I. PENDAHULUAN 
Suatu tindakan dapat digolongkan 
korupsi, kalau tindakan itu merupakan 
penyalahgunaan sumber daya publik, yang 
tujuannya untuk memenuhi kepentingan 
pribadi atau kelompok . 
Hasil survey (2004) Political and 
Economic Risk Consultancy Ltd. 
(https://antikorupsi.org/id/news/pengusaha-
asing-menilai-indonesia-ter korup-di-asia, 
diakses pada 12 Januari 2015). 
 (PERC) menyatakan bahwa korupsi 
di Indonesia menduduki skor 9,25 di atas 
India (8,90), Vietnam (8,67), dan Thailand 
(7,33). Artinya, Indonesia masih menjadi 
Negara terkorup di Asia. Apabila banyak 
upaya baik tingkat legislative, yudikatif, 
maupun eksekutif untuk memberantas 
korupsi, maka timbul pertanyaan apakah 
korupsi telah membudaya, danmampukah 
Sistem Pendidikan Nasional dijadikan 
strategi pemberantasan korupsi di 
Indonesia. 
Terlepas pada fenomena yang 
berkembang selama ini, maka kajian ini 
dipikir penting untuk mendeskripsikan dan 
dijadikan salah satu strategi pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Korupsi tidak dapat 
dirumuskan dengan satu kalimat saja yang 
mungkin ialah membuat gambaran yang 
masuk akal mengenai gejala tersebut agar 
kita dapat memisahkanya dari gejala lain 
yang bukan korupsi. Inti dari korupsi ialah 
penyalahgunaan kepercayaan untuk 
kepentingan pribadi. Rumusan korupsi 
menurut Brooks adalah 
(https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/254-
korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasi-
manusia, dikutip pada 5 Januari 2015). 
 “dengan sengaja melakukan 
kesalahan atau melalaikan tugas yang 
diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak 
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menggunakan kekuasaan, dengan tujuan 
memperoleh keuntungan yang sedikit 
banyak untuk dirinya”. Dalam hal 
penerapannya terhadap pelaku korupsi, 
peran hukum pidana merupakan instrumen 
yang penting untuk mengatasi perkara 
tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa 
peran hukum pidana, “menentukan dengan 
cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang 
disangka telah melanggar larangan 
tersebut.” (Tri Andrisman, 2013: 6). 
 Dikaitkan dengan kajian teoritis 
hukum pidana, teori dalam pemidanaan 
dalam hukum pidana meliputi: Teori-teori 
pemidanaan berkembang mengikuti 
dinamika kehidupan masyarakat sebagai 
reaksi dari timbul dan berkembangnya 
kejahatan itu sendiri yang senantiasa 
mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari 
masa ke masa. Berbagai pemikiran muncul 
mengenai manfaat pidana, sehingga muncul 
beberapa teori dan konsep pemidanaan ant 
yaituteori absolut (retributif) yang 
bermakna pembalasan terhadap kesalahan 
pelaku, kemudian teori relatif 
(deterrence/utilitarian) untuk mengurangi 
terjadinya tindak pidana yang serupa, 
setelah itu teori penggabungan (integratif) 
yang merupakan penggabungan dari kedua 
teori sebelumnya, teori treatment dan teori 
perlindungan sosial (social defence) terkait 
upaya pencegahan yang melindungi 
masyarakat sekitar untuk meminimalisir 
dampaknya. (Petrus Irwan Panjaitan, 2007: 
6-27) 
Korupsi telah mengakibatkan 
kerugian materiil keuangan negara yang 
sangat besar. Namun yang lebih 
memprihatinkan lagi adalah terjadinya 
perampasan dan pengurasankeuangan 
negara yang dilakukan secara kolektif oleh 
kalangan anggotalegislatif dengan dalih 
studi banding, THR, uang pesangon dan 
lainsebagainya di luar batas kewajaran. 
Bentuk perampasan dan pengurasan 
keuangan negara demikian terjadi hampir 
di seluruh wilayah tanah air.Hal 
itumerupakan cerminan rendahnya 
moralitas dan rasa malu, sehingga yang 
menonjol adalah sikap kerakusan dan aji 
mumpung. Persoalannya adalah dapatkah 
korupsi diberantas Tidak ada jawaban lain 
kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus 
diberantas. Jika kita berhasil memberantas 
korupsi Negara ini akan mampu mengejar 
ketertinggalannya dibandingkan negara lain 
untuk menjadi sebuah negara yang 
maju.Perlunya diketahui tentang apa faktor 
penyebab terjadinya peristiwa Tindak 
Pidana Korupsi dan Bagaimana cara 
penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ? 
 
1. PEMBAHASAN  
Istilah “Tindak Pidana” adalah 
dimaksudkan sebagai terjemahan dalam 
bahasa indonesia untuk istilah bahasa 
belanda “strafbaar feit” atau “delict”. 
Pemerintah dalam beberapa peraturan 
perundang – undangan selalu memakai 
istilah “Tindak Pidana”, seperti dalam 
Undang – Undang No. 31 tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Dalam ilmu hukum pidana, masalah 
Tindak Pidana adalah merupakan bagian 
yang paling pokok dan sangat penting. 
Berbagai masalah dalam hukum pidana 
seolah terpaut dan bersilingkar dengan 
persoalan Tindak Pidana. Oleh karena itu, 
memahami pengertian tindak Pidana 
Korupsi adalah sangat penting sekali. 
Kata Korupsi berasal dari bahasa 
latin, Corruptio-Corrumpere 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi 
diakses pada 10 Januari 2015). 
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yang artinya busuk, rusak, 
menggoyahkan, memutarbalik atau 
menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, 
korupsi adalah tingkah laku individu yang 
menggunakan wewenang dan jabatan guna 
mengeduk keuntungan,dan merugikan 
kepentingan umum. Korupsi menurut 
Huntington(1968). (https://www 
.researchgate.net/publication/322789917_T
indak_Pidana_Korupsi_Sebagai_Extraordin
ary_Crime). 
adalah perilaku pejabat publik yang 
menyimpang dari norma-norma yang 
diterima oleh masyarakat, dan perilaku 
menyimpang ini ditujukan dalam rangka 
memenuhi kepentingan pribadi.Maka dapat 
disimpulkan korupsi merupakan perbuatan 
curang yang merugikan Negara dan 
masyarakat luas dengan berbagai macam 
modus. 
Banyak para ahli yang mencoba 
merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari 
struktrur bahasa dan cara penyampaiannya 
yang berbeda, tetapi pada hakekatnya 
mempunyai makna yang sama. Adapun 
pendapat lainnya yang memberi batasan 
korupsi sebagi tingkah laku individu yang 
menggunakan wewenang dan jabatan guna 
mengeduk keuntungan pribadi, merugikan 
kepentingan umum dan negara. Jadi 
korupsi merupakan gejala salah pakai dan 
salah urus dari kekuasaan, demi 
keuntungan pribadi, salah urus terhadap 
sumber-sumber kekayaan negara dengan 
menggunakan wewenang dan kekuatan-
kekuatan formal (misalnya dengan alasan 
hukum dan kekuatan senjata) untuk 
memperkaya diri sendiri. 
Korupsi terjadi disebabkan adanya 
penyalahgunaan wewenang dan jabatan 
yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai 
demi kepentingan pribadi dengan 
mengatasnamakan pribadi atau keluarga, 
sanak saudara dan teman. 
 Wertheim (Lubis, 1970) https: 
//www.kompasiana.com/prasetya247/55111
af9813311d538bc7748/korupsi-dan-
sejarahnya-mengakar-dan-terus-mengakar). 
menyatakan bahwa seorang pejabat 
dikatakan melakukan tindakan korupsi bila 
ia menerima hadiah dari seseorang yang 
bertujuan mempengaruhinya agar ia 
mengambil keputusan yang 
menguntungkan kepentingan si pemberi 
hadiah. Kadang-kadang orang yang 
menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa 
juga termasuk dalam korupsi.Selanjutnya, 
Wertheim me nambahkan bahwa balas jasa 
dari pihak ketiga yang diterima atau 
diminta oleh seorang pejabat untuk 
diteruskan kepada keluarganya atau 
partainya/ kelompoknya atau orang-orang 
yang mempunyai hubungan pribadi 
dengannya, juga dapat dianggap sebagai 
korupsi.Dalam keadaan yang demikian, 
jelas bahwa ciri yang paling menonjol di 
dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat 
yang melanggar azas pemisahan antara 
kepentingan pribadi dengan kepentingan 
masyarakat, pemisahan keuangan pribadi 
dengan masyarakat. 
 
Faktor Penyebab Tindak Pidana 
Korupsi 
 
Faktor Internal 
Faktor internal merupakan faktor 
yang berasal dari dalam diri seseorang. 
Persepsi terhadap korupsi. Pemahaman 
seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-
beda.Salah satu penyebab masih 
bertahannya sikap primitif terhadap korupsi 
karena belum jelas mengenai batasan bagi 
istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa 
pandangan berbeda dalam melihat korupsi. 
Kualitas moral dan integritas 
individu. Adanya sifat serakah dalam diri 
manusia dan himpitan ekonomi serta self 
esteem yang rendah juga dapat membuat 
seseorang melakukan korupsi. 
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Adapun beberapa pernyataan ahli 
yang disimpulkan beberapa poin sebab-
sebab terjadinya korupsi adalah sebagai 
berikut: 
a. peninggalan pemerintahan 
kolonial. 
b. kemiskinan dan ketidaksama an. 
c. gaji yang rendah. 
d. persepsi yang popular. 
e. pengaturan yang bertele-tele. 
f. pengetahuan yang tidak cukup dari 
bidangnya. 
Menurut bidang psikologi ada dua 
teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, 
yaitu teori medan dan teori big five 
personality. Teori medan adalah perilaku 
manusia merupakan hasil dari interaksi 
antara faktor kepribadian (personality) dan 
lingkungan (environment) atau dengan kata 
lain lapangan kehidupan seseorang terdiri 
dari orang itu sendiri dan lingkungan, 
khususnya lingkungan kejiwaan 
(psikologis) yang ada padanya. Melalui 
teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat 
dianalisis maupun diprediksi memiliki dua 
opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau 
kepribadian individu terkait. 
Teori yang kedua adalah teori big 
five personality.Pengertian teori big five 
personality merupakan konsep yang 
mengemukakan bahwa kepribadian 
seseorang terdiri dari lima faktor 
kepribadian, yaitu extraversion, 
agreeableness, neuroticism, openness, dan 
conscientiousness. 
Selain faktor-faktor internal di atas, 
terdapat faktor-faktor internal lainnya, 
faktor tersebut yaitu : 
a. Aspek Perilaku Individu: 
1.Sifat Tamak/Rakus Manusia 
 Korupsi yang dilakukan bukan 
karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan 
pangan.Pelakunya adalah orang yang 
berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, 
rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri 
sendiri.Unsur penyebab tindak korupsi 
berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat 
tamak/rakus.Maka tindakan keras tanpa 
kompromi, wajib hokum nya. 
2.Moral yang kurang kuat 
 Orang yang moralnya kurang kuat 
mudah tergoda untuk melakukan tindak 
korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai 
pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, 
rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang 
memberi kesempatan. 
3.Gaya hidup yang konsumtif 
 Gaya hidup di kota besar 
mendorong seseorang untuk berperilaku 
konsumptif. Perilaku konsumtif yang tidak 
diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, 
menciptakan peluang bagi seseorang untuk 
melakukan tindak korupsi. 
b.Aspek Sosial 
 Keluarga dapat menjadi pendorong 
seseorang untuk berperilaku 
koruptif.Menurut kaum bahviouris, 
lingkungan keluarga justru dapat menjadi 
pendorong seseorang bertindak korupsi, 
mengalahkan sifat baik yang sebenarnya 
telah menjadi karakter 
pribadinya.Lingkungan justru memberi 
dorongan bukan hukuman atas tindakan 
koruptif seseorang. 
 
Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor 
yang berasal dari luar diri 
seseorang.Hukum.Sistem hukum di 
Indonesia untuk memberantas korupsi 
masih sangat lemah.Hukum tidak 
dijalankan sesuai prosedur yang benar, 
aparat mudah disogok sehingga 
pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh 
masyarakat.Politik Monopoli kekuasaan 
merupakan sumber korupsi, karena tidak 
adanya kontrol oleh lembaga yang 
mewakili kepentingan masyarakat. 
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Faktor yang sangat dekat dengan 
terjadinya korupsi adalah budaya 
penyelahgunaan wewenang yang berlebih 
dalam hal ini terjadinya KKN.Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih 
sangat tinggi dan tidak adanya sistem 
kontrol yang baik menyebabkan 
masyarakat meng anggap bahwa korupsi 
merupakan suatu hal yang sudah biasa 
terjadi. 
Sosial Lingkungan sosial juga dapat 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
korupsi. Korupsi merupakan budaya dari 
pejabat lokal dan adanya tradisi memberi 
yang disalahgunakan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab. 
Ada aspek-aspek yang membuat 
orang-orang melakukan korupsi. Aspek 
tersebut meliputi : 
a. Aspek Sikap Masyarakat terhadap 
Korupsi 
Dalam sebuah organisasi, ke salahan 
individu sering ditutupi demi menjaga 
nama baik organisasi. Demikian pula tindak 
korupsi dalam sebuah organisasi sering kali 
ditutup-tutupi.Akibat sikap tertutup ini, 
tindak korupsi seakan mendapat 
pembenaran, bahkan berkembang dalam 
berbagai bentuk. Sikap masyarakat yang 
berpotensi memberi peluang perilaku 
korupsi antara lain: 
Pertama Nilai-nilai dan budaya di 
masyarakat yang mendukung untuk 
terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat 
menghargai seseorang karena kekayaan 
yang dimilikinya.Akibatnya masyarakat 
menjadi tidak kritis terhadap kondisi, 
seperti dari mana kekayaan itu berasal. 
Kedua Masyarakat menganggap 
bahwa korban yang mengalami kerugian 
akibat tindak korupsi adalah Negara. 
Padahal justru pada akhirnya kerugian 
terbesar dialami oleh masyarakat 
sendiri.Contohnya akibat korupsi anggaran 
pembangunan menjadi berkurang, 
pembangunan transportasi umum menjadi 
terbatas misalnya. 
Ketiga, Masyarakat kurang 
menyadari bila dirinya terlibat dalam 
perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi 
pasti melibatkan masyarakat, namun 
masyarakat justru terbiasa terlibat dalam 
tindak korupsi sehari-hari dengan cara-cara 
terbuka namun tidak disadari. 
Keempat, Masyarakat kurang 
menyadari bahwa korupsi dapat dicegah 
dan diberantas bila masyarakat ikut aktif 
dalam agenda pencegahan dan 
pemberantasan korupsi. Umumnya 
masyarakat menganggap bahwa 
pencegahan dan pemberantasan korupsi 
adalah tanggung jawab pemerintah. 
c.Aspek Ekonomi 
Aspek Ekonomi sering membuka 
peluang bagi seseorang untuk 
korupsi.Pendapatan yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan atau saat sedang 
terdesak masalah ekonomi membuka ruang 
bagi seseorang untuk melakukan jalan 
pintas, dan salah satunya adalah korupsi. 
d.Aspek Politis 
Politik uang (money politics) pada 
Pemilihan Umum adalah contoh tindak 
korupsi, yaitu seseorang atau golongan 
yang membeli suatu atau menyuap para 
pemilih/anggota partai agar dapat 
memenangkan pemilu. Perilaku korup 
seperti penyuapan, politik uang merupakan 
fenomena yang sering terjadi.Terkait hal itu 
Terrence Gomes (2000). (https:// 
books.google.co.id/books?isbn=602475416
7).memberikan gambaran bahwa politik 
uang sebagai use of money and material 
benefits in the pursuit of political influence 
(menggunakan uang dan keuntungan 
material untuk memperoleh pengaruh 
politik). Penyimpangan pemberian kredit 
atau penarikan pajak pada pengusaha, 
kongsi antara penguasa dan pengusaha, 
kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan 
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Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu 
dan pemberian cek melancong yang sering 
dibicarakan merupakan sederet kasus yang 
menggambarkan aspek politik yang dapat 
menyebabkan kasus korupsi. 
e.Aspek Organisasi 
Organisasi dalam hal ini adalah 
organisasi dalam arti yang luas, termasuk 
sistem pengorganisasian lingkungan 
masyarakat.Organisasi yang menjadi 
korban korupsi atau di mana korupsi terjadi 
biasanya memberi andil terjadinya korupsi 
karena membuka peluang atau kesempatan 
terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab 
korupsi dalam sudut pandang organisasi 
meliputi: 
1. Kurang adanya sikap keteladanan 
Pemimpin 
Pemimpin adalah panutan bagi 
bawahannya.Apa yang dilakukan oleh 
pemimpin merupakan contoh bagi 
bawahannya. Apabila pemimpin 
memberikan contoh keteladanan 
melakukan tindak korupsi, maka 
bawahannya juga akan mengambil 
kesempatan yang sama dengan atasannya. 
2. Tidak Adanya Kultur Budaya 
Organisasi yang Benar 
Organisasi harus memiliki Tujuan 
Organisasi yang fokus dan jelas.Tujuan 
organisasi ini menjadi pedoman dan 
memberikan arah bagi anggota organisasi 
dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas 
dan fungsinya. Tujuan organisasi 
menghubungkan anggotanya dengan 
berbagai tatacara dalam kelompok; juga 
berfungsi untuk membantu anggotanya 
menentukan cara terbaik dalam 
melaksanakan tugas dan melakukan suatu 
tindakan. Tatacara pencapaian tujuan dan 
pedoman tindakan inilah kemudian menjadi 
kultur/budaya organisasi.Kultur organisasi 
harus dikelola dengan benar, mengikuti 
standar-standar yang jelas tentang perilaku 
yang boleh dan yang tidak boleh.Kekuatan 
pemimpin menjadi penentu karena 
memberikan teladan bagi anggota 
organisasi dalam mebentuk budaya 
organisasi. Peluang terjadinya korupsi 
apabila dalam budaya organisasi tidak 
ditetapkan nilai-nilai kebenaran, atau 
bahkan nilai dan norma-norma justru 
berkebalikan dengan norma-norma yang 
berlaku secara umum (norma bahwa tindak 
korupsi adalah tindakan yang salah). 
3. Kurang Memadainya Sistem 
Akuntabilitas 
Dalam sebuah organisasi perlu 
ditetapkan visi dan misi yang diembannya, 
yang dijabarkan dalam rencana kerja dan 
target pencapaiannya. Dengan cara ini 
penilaian terhadap kinerja organisasi dapat 
dengan mudah dilaksanakan. Apabila 
organisasi tidak merumuskan tujuan, 
sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, 
maka akan sulit dilakukan penilaian dan 
pengukuran kinerja. Hal ini membuka 
peluang tindak korupsi dalam organisasi. 
4. Kelemahan Sistem Pengendalian 
Manajemen 
Pengendalian manajemen merupakan 
salah satu syarat bagi tindak pelanggaran 
korupsi dalam sebuah organisasi.Semakin 
longgar/lemah pengendalian manajemen 
sebuah organisasi semakin terbuka peluang 
tindak korupsi anggota atau pegawai di 
dalamnya. 
5. Pengawasan terbagi menjadi dua, 
yaitu pengawasan internal 
(pengawasan fungsional dan 
pengawasan langsung oleh pemimpin) dan 
pengawasan yang bersifat eksternal 
(pengawasan dari legislatif dalam hal ini 
antara lain KPKP, Bawasda, masyarakat 
dll). Pengawasan ini kurang berfungsi 
secara efektif karena beberapa faktor 
seperti tumpang tindihnya pengawasan 
pada berbagai instansi, kurangnya 
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profesional pengawas serta kurangnya 
kepatuhan pada etika hukum maupun 
pemerintah oleh pengawas itu sendiri. 
Korupsi memiliki dampak negatif 
bagi negara indonesia. Korupsi memiliki 
dampak hebat, utamanya terhadap 
ekonomi. Beberapa ahli juga membuat 
statement yang dapat diringkas beberapa 
poin, bahwa korupsi menyebabkan enam 
hal sebagai berikut : 
1. Investasi mejadi rendah, terutama 
investasi langsung dari luar negeri. 
2. Mengurangi pertumbuhan 
ekonomi. 
3. Mengubah komposisi belanja 
pemerintah menjadi tidak 
produktif. 
4. Ketidaksamaan dan kemiskinan 
menjadi lebih besar. 
5. Mengurangi efisiensi bantuan. 
6. Menyebabkan negara menjadi 
krisi. 
 Korupsi juga melanggar dan 
mengganggu hak asasi manusia. Khususnya 
hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. 
ICHRP dan Transpalency Internasional 
mencatat bahwa korupsi berdampak pada 
terlanggarnya hak anak untuk hidup., 
khususnya hak untuk memperoleh 
pendidikan dan pelayanan kesehatan.  
 Dalam prespektif ekonomi politik 
korupsi merupakan kejahatan yang secara 
langsung menggerogoti sendi–sendi 
bangunan ekonomi dan politik suatu 
bangsa. Dan korupsi juga dapat merusak 
sendi–sendi kehidupan bermasyarakat.  
 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 
United Nations mengembang kan 
berbagai upaya atau strategi untuk 
memberantas korupsi yang dinamakan the 
Global Program Against Corruption dan 
dibuat dalam bentuk United Nations Anti-
Corruption Toolkits: 
1. Pembentukan Lembaga Anti 
Korupsi 
a. Membentuk lembaga independen 
yang khusus menangani korupsi. Di 
Hongkong bernama Independent 
Commission Against Corruption (ICAC), di 
Malaysia the Anti-Corruption Agency 
(ACA), dan di Indonesia: KPK 
b. Memperbaiki kinerja lembaga 
peradilan baik dari tingkat kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga 
Permasyarakatan.Pengadilan adalah 
jantung penegakan hukum yang harus 
bersikat imparsial (tidak memihak), jujur, 
dan adil.Banyak kasus korupsi tidak terjerat 
hukum karena kinerja lembaga peradilan 
yang sangat buruk.Bila kinerja buruk 
karena tidak mampu (unable) mungkin 
masih bisa dimaklumi karena berarti 
pengetahuan dan keterampilannya perlu 
ditingkatkan. Bagaimana bila mereka tidak 
mau (unwilling) atau tidak punya keinginan 
kuat (strong political will) untuk 
memberantas korupsi, dandimana lagi kita 
akan mencari keadilan. Hal tersebut sebagai 
sarana mengimplementasikan regulasi yang 
telah diatur untuk ditegakkan melalui 
lembaga litigasi nasional. Berkanaan hal 
tersebut, kesalahan/ kelemahan pada tahap 
kebijakan legislasi/formulasi merupakan 
kesalahan strategis yang dapat menghambat 
upaya penegakan hukum pidana“in 
concreto”, yaitu penegakan hukum pidana 
yang dilakukan pada tahap kebijakan 
aplikasi dan kebijakan eksekusi. (Barda 
Nawawi Arief, 2008: 25). 
c. Di tingkat departemen kinerja 
lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat 
Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan 
lembaga ini sama sekali tidak punya „gigi‟ 
ketika berhadapan dengan korupsi yang 
melibatkan pejabat tinggi 
d. Reformasi birokrasi dan reformasi 
pelayanan publik adalah salah satu cara 
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mencegah korupsi. Semakin banyak meja 
yang harus dilewati untuk mengurus suatu 
hal, semakin banyak pula kemungkinan 
terjadinya korupsi 
e. Hal lain yang krusial untuk 
mengurangi resiko korupsi adalah dengan 
memperbaiki dan memantau kinerja 
Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi 
Daerah diberlakukan umumnya semua 
kebijakan diambil oleh Pemerintah 
Pusat.Pada waktu itu korupsi besar-besaran 
umumnya terjadi di Ibukota Negara. 
Dengan otonomi, kantong korupsi tidak 
terpusat hanya di ibukota negara tapi 
berkembanga ke berbagai daerah 
f. Dalam berbagai pemberitaan di 
media-media, ternyata korupsi juga banyak 
dilakukan oleh anggota parlemen baik di 
pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). 
Alih-alih menjadi wakil rakyat dan 
berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota 
parlemen justru melakukan korupsi yang 
“dibungkus” rapi. 
 
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 
a. Salah satu cara mencegah korupsi 
adalah dengan mewajibkan pejabat publik 
melaporkan dan mengumumkan jumlah 
kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan 
sesudah menjabat. Masyarakat ikut 
memantau tingkat kewajaran peningkatan 
jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. 
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang 
didapatkan dengan melakukan korupsi 
dialihkan kepemilikannya ke orang lain.  
b. Pengadaan barang atau kontrak 
pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah 
maupun militer sebaiknya melalui lelang 
atau penawaran secara terbuka. Masyarakat 
diberi akses untuk dapat memantau dan 
memonitor hasil pelelangan tersebut. 
c. Korupsi juga banyak terjadi dalam 
perekrutan pegawai negeri dan anggota 
TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme sering terjadi dalam proses 
rekrutmen tersebut. Sebuat sistem yang 
transparan dan akuntabel dalam hal 
perekrutan perlu dikembangkan. 
d. Sistem penilaian kinerja pegawai 
negeri yang menitik-beratkan pada proses 
(process oriented) dan hasil kerja akhir 
(result oriented) perlu dikembangkan. 
Untuk meningkatkan budaya kerja dan 
motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri 
yang berprestasi perlu diberi insentif. 
D. Andhi Nirwanto, menjelas kan 
bahwa dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan korupsi ke depan terdapat 
empat hal bisa dijadikan bahan renungan 
dan pemikiran: 
1. Harmonisasi peraturan perundang-
undangan dalam rangka 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsi 
2. Revitalisasi dan reaktualisasi peran 
dan fungsi aparatur penegak 
hukum yang menangani perkara 
korupsi 
3. Reformulasi fungsi lembaga 
legislatif 
4. Pemberantasan tindak pidana 
korupsi harus dimulai dari diri 
sendiri dari hal-hal yang kecil dan 
mulai hari ini agar setiap daerah 
terbebas dari korupsi (Miranis, 
2012: 29).  
 
Pengembangan dan Pembuatan 
Berbagai Instrumen Hukum yang 
Mendukung Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi  
Dukungan terhadap pencegahan dan 
pemberantasan korupsi tidak cukup hanya 
mengandalkan satu instrumen hukum yaitu 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Berbagai peraturan 
perundang-undangan atau instrumen 
hukum lain perlu dikembangkan. Perlu 
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peraturan perundang-undangan yang 
mendukung pemberantasan korupsi yaitu 
Undang-Undang Tindak Pidana Money 
Laundering atau pencucian uang.Untuk 
melindungi saksi dan korban tindak pidana 
korupsi, perlu instrumen hukum berupa 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban.Untuk memberdayakan pers, perlu 
UU yang mengatur pers yang bebas. Perlu 
mekanisme untuk mengatur masyarakat 
yang akan melaporkan tindak pidana 
korupsi dan penggunaan elektronic 
surveillance agar tidak melanggar privacy 
seseorang. Hak warganegara untuk secara 
bebas menyatakan pendapatnya juga perlu 
diatur.Selain itu, untuk mendukung 
pemerintahan yang bersih, perlu instrumen 
kode etik yang ditujukan kepada semua 
pejabat publik, baik pejabat eksekutif, 
legislatif, maupun code of conduct bagi 
aparat lembaga peradilan (kepolisian, 
kejaksaan, dan peradilan). 
 
Pemantauan dan Evaluasi 
Perlu pemantauan dan evaluasi 
terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan 
pemberantasan korupsi agar diketahui 
capaian yang telah dilakukan.Melalui 
pemantauan dan evaluasi dapat dilihat 
strategi atau program yang sukses dan 
gagal.Program yang sukses sebaiknya 
silanjutkan, sementara yang gagal dicari 
penyebabnya. 
Pengalaman di negara lain yang sukses 
maupun gagal dapat dijadikan bahan 
pertimbangan ketika memilih cara, strategi, 
upaya, maupun program permberantasan 
korupsi di negara tertentu. 
 
Kerjasama Internasional  
Upaya lain yang dapat dilakukan dalam 
memberantas korupsi adalah melakukan 
kerjasama internasional baik dengan negara 
lain maupun dengan International. Sebagai 
contoh di tingkat internasional, Transparency 
Inter national (TI) membuat program 
National Integrity Sistem. OECD 
(Organization for Economic Co-operation 
and Development) yang didukung oleh PBB 
untuk mengambil langkah baru dalam 
memerangi korupsi di tingkat internasional 
membuat program the Ethics Infrastructure 
dan World Bank membuat program A 
Framework for Integrity.  
 
Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi 
 
Kronologi Terseretnya Angelina Sondakh 
Terseretnya Angelina Patricia Pingkan 
Sondakh atau Angelina Sondakh atau Angie 
dalam kasus korupsi Kasus Wisma Atlet 
SEA Games Palembang dan Kemendikbud 
berawal dari „nyanyian‟ para tersangka 
„pendahulunya‟ yang ditangkap terlebih dulu 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Tersangka awal itu adalah M. Nazarrudin, 
Muhammad El Idrus, Mindo Rosalinda 
Manulang, Wafid Muharam. Dan Angelina 
Sondakh diseret masuk oleh M. Nazarrudin 
dan Mindo Rosalinda Manulang. 
Kecuali Angelina Sondakh semua 
tersangka telah divonis, masing-masing Rosa 
divonis 2,5 tahun dan denda Rp. 200 juta, 
Mohammad El Idris divonis dua tahun dan 
denda Rp. 200 juta, Wafid Muharam 
dihukum tiga tahun dan denda Rp. 150 juta, 
serta Muhammad Nazarudin, dijatuhi 
hukuman empat tahun 10 bulan penjara dan 
denda Rp. 200 juta. 
Nazar dalam pengakuannya di 
persidangan mengungkapkan, bahwa Angie 
pernah mengaku menerima sejumlah uang di 
depan Tim Pencari Fakta yang dibentuk 
Partai Demokrat. Dalam rapat Tim Pencari 
Fakta yang dihadiri Benny K. Harman, Jafar 
Hafsah, Edi Sitanggang, Max Sopacua, 
Ruhut Sitompul, M. Nasir, janda mendiang 
Adjie Massaid itu menerima uang Rp. 9 
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miliar dari Kemenpora (dalam hal ini Wafid 
Muharam), sebanyak Rp. 8 miliar diserahkan 
ke Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan 
Amir. Namun hal itu dibantah oleh Angie. 
Selain Nazarudin, Rosa juga menyebut 
Angelina telah menerima uang darinya terkait 
proyek pembangunan wisma Atlet SEA 
Games di Palembang. PT Anak Negeri 
mengeluarkan Rp. 10 miliar melalui Angie. 
Sebanyak Rp. 5 miliar untuk Angie, Rp. 5 
miliar sisanya tidak diketahui, namun diduga 
digunakan sebagai „pelicin‟ ke Badan 
Anggaran DPR agar anggaran segera turun. 
Sementara mantan anak buah 
Nazaruddin yang merupakan Wakil Direktur 
Keuangan PT Permai Grup, Yulianis, juga 
membenarkan ucapan Rosa itu. Bahwa 
Angelina Sondakh dan Wayan Koster 
mendapat Rp. 5 miliar. 
Pada Rabu, 15 September 2011, 
Angelina Sondakh mendatangi Kantor KPK 
untuk diperiksa selama delapan jam sebagai 
saksi dalam kasus pembangunan wisma atlet 
SEA Games di Palembang yang melibatkan 
tersangka Muhammad Nazaruddin. 
Pada Jumat, 3 Februari 2012, Angelina 
Sondakh dicegah untuk tidak bepergian ke 
luar negeri hingga 3 Februari 2013. 
Pencekalan ini terkait penyebutan nama 
keduanya oleh para tersangka dan terdakwa 
kasus suap Kementrian Pemuda dan 
Olahraga. Bahkan rencana umroh Angie juga 
batal. 
KPK juga menetapkan Angie sebagai 
tersangka, menjerat dengan Pasal 5, Pasal 10 
dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi. Pasal tersebut berisi ancaman 
pidana 1 tahun, 2 tahun dan 5 tahun serta 
denda maksimal Rp.250.000.000.Setelah 
resmi menjadi tersangka, dia diberhentikan 
dari jabatan sebagai Wakil Sekjen Partai 
Demokrat (PD). 
 
Putusan Terhadap Tindakan Kasus 
Angelina Sondakh 
Terkait dengan eksekusi terhadap 
putusan itu, Deputi Penindakan KPK Warih 
Sadono mengatakan akan segera 
melaksanakannya. Soal uang pengganti yang 
harus dibayarkan Angie, Warih mengatakan, 
akan diupayakan agar mantan Puteri 
Indonesia tersebut membayar uang pengganti 
dari hartanya yang sudah diblokir atau disita. 
Namun, dia belum tahu secara detail berapa 
jumlah harta Angie yang telah diblokir dan 
disita KPK. 
Secara terpisah, peneliti Indonesian 
Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, 
menyatakan, putusan majelis kasasi itu 
adalah putusan yang progresif dan mampu 
menjerakan koruptor. Putusan tersebut harus 
menjadi tolok ukur dan standar bagi hakim-
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa korupsi.Dalam persidangan di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jaksa 
KPK Kresno Anto Wibowo mengatakan 
Angelina dianggap bersalah telah menggiring 
anggaran proyek di Kemenpora dan 
Kemendiknas. Mahkamah Agung (MA) telah 
memperberat hukuman terpidana kasus 
korupsi Kementerian Pendidikan Nasional 
dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, 
Angelina Sondakh, dari empat tahun enam 
bulan penjara menjadi 12 tahun penjara. 
Angelina juga diminta membayar uang 
pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 
2,35 juta. Apabila tidak sanggup membayar 
maka diganti dengan pidana penjara selama 
dua tahun.Menurut Juru Bicara KPK, Johan 
Budi, KPK berencana tetap akan mengajukan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
mengenai uang pengganti kerugian negara 
terhadap Puteri Indonesia 2001 itu dengan 
Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi.Johan 
menjelaskan, hal itu merupakan bagian dari 
upaya terobosan yang dilakukan KPK, di 
mana tindak pidana korupsi berupa suap itu 
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harus terdapat penyitaan dan perampasan aset 
yang dilakukan kepada terpidana.Johan 
mengakui upaya Jaksa KPK 
menkontruksikan kembali mengenai uang 
pengganti kerugian negara dalam memori 
banding itu merupakan tantangan tersendiri. 
Johan menambahkan, KPK juga tak 
menutup kemungkinan menjerat Angelina 
Sondakh dengan pasal Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU).Dia menilai, hal 
tersebut terbuka lebar tergantung dari vonis 
hakim nanti.Karena tegas Johan, vonis 
terhadap Angelina nantinya menjadi pintu 
masuk KPK dalam mengembangkan kasus 
Wisma Atlet terkait pembahasan 
anggarannya. Angelina didakwa menerima 
uang itu dari grup Permai pada 2010 terkait 
pengurusan proyek di sejumlah universitas di 
Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan termasuk program pengadaan 
sarana dan prasarana di Kemenpora. Jaksa 
mengatakan hal-hal yang memberatkan 
Angelina adalah ia tidak mengakui 
perbuatannya dan tidak menyesal. Ia juga 
dinilai tidak mendukung program 
pemberantasan korupsi atau memberi teladan 
pada masyarakat.Hal yang meringankan 
adalah ia dinilai berperilaku santun dalam 
persidangan, belum pernah dihukum dan 
memiliki anak balita. Tim kuasa hukum 
Angelina mengatakan klien mereka akan 
mengajukan nota pembelaan.Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi Abraham Samad 
menilai putusan hakim MA tersebut telah 
memberikan rasa keadilan dalam 
masyarakat.Putusan seperti itu diharapkan 
dapat memberikan efek jera terhadap 
koruptor yang kerap mendapatkan hukuman 
yang tidak setimpal. Abraham menyatakan 
putusan MA terhadap Angelina Sondakh 
sudah sangat tepat di tengah pusaran 
pemikiran hukum para penegak hukum yang 
masih jauh dari keadilan dan tidak mampu 
menangkap kekhawatiran masyarakat terkait 
upaya pemberantasan korupsi. Dia 
mengungkapkan putusan hakim MA 
terhadap Angelina Sondakh harus menjadi 
tolok ukur bagi hakim-hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap 
koruptor.Komisioner Komisi Yudisial 
Taufiqurrahman Sahuri mengungkapkan 
bahwa putusan kasasi MA terhadap Angelina 
Sondakh (Angie), sebagai obat kekecewaan 
publik terhadap putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang 
sebelumnya hanya menjatuhkan pidana 
empat setengah tahun penjara.Dalam putusan 
kasasi MA, Angelina dinilai aktif meminta 
dan menerima uang terkait proyek-proyek di 
Kementerian Pendidikan Nasional serta 
Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
 
3. Penutup 
Tindak Pidana Korupsi merupakan 
gejala salah pakai dan salah urus dari 
kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah 
urus terhadap sumber-sumber kekayaan 
negara dengan menggunakan wewenang 
dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya 
dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) 
untuk memperkaya diri sendiri. Dalam UU 
No. 30 31Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 
2001 ada tiga puluh satu jenis tindakan 
yang dapat di kategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi, secara ringkas tindakan-
tindakan itu dapat dikelompokkan menjadi 
tujuh yaitu : 
1. Kerugian keuntungan negara 
2. Suap menyuap 
3. Penggelapan dalam jabatan 
4. Pemerasan 
5. Perbuatan curang 
6. Benturan kepentingan dalam 
pengadaan 
7. Gratifikasi 
Penyebab terjadinya Tindak Pidana 
Korupsi ada dua aspek, aspek 
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internal dan eksternal. Aspek 
internal meliputi : 
1. Aspek Sosial 
2. Aspek Perilaku Individu 
3. Pengetahuan yang tidak cukup dari 
bidangnya 
4. Pengaturan yang bertele-tele 
5. Persepsi yang popular 
6. Kemiskinan dan ketidaksamaan 
7. Gaji yang rendah 
8. Peninggalan pemerintahan colonial 
Faktor eksternal merupakan faktor 
yang berasal dari luar diri seseorang 
Meliputi beberapa aspek, antara lain : 
1. Aspek Sikap Masyarakat terhadap 
Korupsi 
2. Aspek Ekonomi 
3. Aspek Politis 
4. Aspek Organisasi 
Dampak adanya Tindak Pidana 
Korupsi dalam prespektif ekonomi politik 
korupsi merupakan kejahatan yang secara 
langsung menggerogoti sendi–sendi 
bangunan ekonomi dan politik suatu 
bangsa. Dan korupsi juga dapat merusak 
sendi–sendi kehidupan bermasyarakat. 
Cara penanggulangan Tindak Pidana 
Korupsi antara lain : 
1. Pembentukan Lembaga Anti 
Korupsi 
2. Pencegahan Korupsi di Sektor 
Publik 
3. Pencegahan Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
4. Pengembangan dan Pembuatan 
Berbagai Instrumen Hukum yang 
Mendukung Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi  
5. Pemantauan dan Evaluasi 
6. Kerjasama Internasional  
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